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Ringkasan Eksekutif
Subsidi LPG Indonesia tidak hanya menguras APBN secara signifikan, namun juga tidak 
efisien dari sudut pandang keadilan sosial, karena sebagian besar subsidi tersebut justru 
dinikmati kelompok kaya. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berencana mengubah 
sistem subsidi LPG menjadi subsidi tertarget melalui sistem distribusi tertutup untuk 
membatasi akses subsidi hanya untuk kelompok miskin. Sebelumnya, sejumlah skema 
sempat diusulkan, antara lain oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K), yang berhasil merancang skema uji coba di mana kelayakan calon penerima 
manfaat subsidi LPG diverifikasi menggunakan teknologi biometrik. Meskipun pemerintah 
telah berkomitmen untuk mengubah kebijakan yang ada, pelaksanaan sistem tertutup ini 
harus tertunda berulang kali selama beberapa tahun terakhir, yang antara lain disebabkan 
situasi sulit akibat krisis COVID-19. Pada kenyataannya, perekonomian Indonesia memang 
terkontraksi lebih dari 2%, sementara defisit anggaran meningkat lebih dari 6%. Kondisi 
defisit ini diperkirakan akan tetap mengkhawatirkan pada tahun 2021.

Namun, beberapa negara berkembang lainnya telah menunjukkan bahwa situasi krisis 
tidak harus menyebabkan penundaan reformasi kebijakan yang direncanakan. Krisis justru 
dapat memberikan peluang untuk mereformasi harga bahan bakar fosil dan memperkuat 
sistem kesejahteraan suatu negara. India, misalnya, meningkatkan pajak bahan bakar selama 
krisis COVID-19 untuk memperoleh pendapatan tambahan serta memperkuat sistem 
perlindungan sosial bagi kelompok miskin dengan menyalurkan tiga LPG tabung gratis. 
Di wilayah lain, Meksiko menambahkan komponen energi ke dalam program bantuan 
tunai bersyaratnya pada masa Resesi Besar 2008/09 untuk memastikan akses energi bagi 
kelompok miskin tetap tersedia secara berkesinambungan.

Inti dari laporan ini adalah tiga studi kasus dan analisis atas pembelajaran dari pengalaman 
masing-masing negara tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, kami mengajukan empat 
rekomendasi berikut bagi reformasi subsidi LPG di Indonesia: 

1.	 Indonesia harus menghentikan subsidi LPG dari yang sebelumnya dinikmati kelompok 
kaya, lalu menggunakan dana yang berhasil dihemat untuk membantu kelompok yang 
paling terkena dampak krisis.

2.	 Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan proses pengumpulan 
data yang kuat untuk menjamin seluruh penerima manfaat yang berhak tetap dapat 
mengakses LPG bersubsidi.

3.	 Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan rencana dukungan publik 
yang kuat agar dapat melibatkan kelompok politik dan kelompok berpengaruh lainnya, 
serta mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan rencana pemberian kompensasi yang 
mungkin akan dilaksanakan.

4.	 Indonesia harus memanfaatkan momentum turunnya harga minyak dunia yang dapat 
menjadi penyangga terhadap kemungkinan guncangan ekonomi di masa depan serta 
membantu mengurangi penolakan terhadap reformasi subsidi.
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1.0 Pendahuluan
Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia terguncang cukup parah akibat pandemi 
COVID-19. Pada bulan Maret, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk 
meredam penyebaran penyakit ini setelah kasus-kasus awal terkonfirmasi (International 
Monetary Fund, 2020). Kondisi ini sangat memperlambat berbagai kegiatan ekonomi 
karena upaya-upaya peredaman ini mencakup larangan perjalanan, penutupan sekolah, 
serta pembatasan acara publik. Karena negara-negara lain juga menutup ekonominya, 
permintaan global atas produk-produk Indonesia khususnya produk energi pun turut 
terkena dampak negatif. Sebagai contoh, ekspor batu bara Indonesia lebih rendah sebesar 
32% pada bulan April 2020 dan 41% lebih rendah pada bulan Mei 2020 dibandingkan satu 
tahun sebelumnya (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], 2020e).

Penurunan konsumsi domestik dan ekspor telah berdampak negatif pada pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang turun hingga mencapai -2,07% pada tahun 
2020 dari pertumbuhan yang sebelumnya stabil pada 5% antara tahun 2016 dan 2019 
(Kementerian Keuangan, 2020; Nuryanto, 2021). Selain itu, neraca anggaran Indonesia 
juga telah terkena dampak hebat akibat penurunan penerimaan pajak dan peningkatan 
kebutuhan belanja. Menurut seorang pejabat Kementerian Keuangan, penerimaan pajak 
diperkirakan terkontraksi hampir sebesar 20% pada tahun 2020, padahal pengeluaran 
pemerintah setidaknya mencapai US$6,78 miliar (hingga Februari 2021) untuk mendukung 
sektor energi domestik, terutama bahan bakar fosil (Energy Policy Tracker, 2020; Nuryanto, 
2021). Hal ini menyebabkan defisit anggaran melebar dari sekitar -2% PDB antara tahun 
2016 dan 2019 menjadi -6,34% PDB pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020; 
Nuryanto, 2021). Akibatnya, lembaga pemeringkat Standard and Poor's menurunkan 
peringkat kredit Indonesia yang sebelumnya stabil atau BBB menjadi negatif pada bulan 
April 2020 (Haroon, 2020).

Subsidi energi memberikan tekanan besar terhadap APBN. Pada tahun 2019, belanja 
subsidi energi mencapai Rp136,9 triliun (US$9,7 miliar) atau sekitar 6% dari total belanja 
negara (Kementerian Keuangan, 2020). Subsidi LPG sebesar Rp54 triliun atau sekitar 40% 
dari subsidi energi total pada tahun 2019 selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir 
(Gambar 1). Hal ini menyebabkan subsidi LPG menjadi komponen terbesar dari seluruh 
subsidi energi melebihi subsidi listrik dan bahan bakar. Permintaan atas LPG bersubsidi 
sempat meningkat pada tahun 2020 (yaitu sebesar 11% pada bulan April [Hartomo, 2020]) 
sebagai akibat masyarakat yang masih berdiam di rumah selama masa pembatasan kegiatan. 
Walaupun demikian, secara keseluruhan belanja subsidi LPG pemerintah turun menjadi 
Rp23,5 triliun (US$1,6 miliar) pada tahun 2020 akibat rendahnya harga minyak dan 
perubahan nilai tukar. Namun, proyeksi tahun 2021 sebesar Rp37,8 triliun (US$2,6 miliar) 
menunjukkan bahwa subsidi LPG akan meningkat kembali seiring dengan pemulihan harga 
minyak. Selain memiliki dampak negatif pada anggaran publik, distribusi subsidi LPG juga 
tidak efisien karena tidak memiliki mekanisme penargetan. 
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Gambar 1. Pertumbuhan PDB, defisit, dan belanja subsidi LPG Indonesia antara tahun 
2016 hingga 2021

Catatan: Nilai untuk 2021 adalah prediksi.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 
komunikasi pribadi, 2020.

Terlepas dari sensitifnya isu ini, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman baik dalam 
mereformasi subsidi energi. Dengan didukung oleh harga minyak internasional yang rendah, 
Pemerintah Indonesia hampir sepenuhnya menghapus subsidi bensin dan subsidi solar 
tetap per liter pada tahun 2014. Kebijakan ini menambah ruang anggaran sebesar Rp211 
triliun (US$15,6 miliar) yang dialokasikan untuk tambahan belanja transfer ke daerah dan 
desa, program khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan, serta 
suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya untuk investasi di 
bidang infrastruktur (Pradiptyo et al., 2016). 

Reformasi subsidi LPG perlu merujuk pada keberhasilan tersebut dan membantu 
menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung prioritas lainnya, termasuk pemulihan 
kesehatan dan ekonomi. Mengingat penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin telah 
meningkat sebesar 1,63 juta orang sehingga membuat jumlah totalnya menjadi 26 juta orang 
antara bulan September 2019 hingga Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020), subsidi 
LPG tepat sasaran akan menghasilkan penghematan yang signifikan, dengan tetap menjamin 
perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.
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2.0 Subsidi LPG di Indonesia

2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Subsidi LPG 
Subsidi LPG diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 sebagai bagian dari Program 
Konversi Minyak Tanah ke LPG (Toft et al., 2016). Motivasi utama dalam melaksanakan 
program ini adalah untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang telah meningkat lebih dari 
empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2008, dan beralih ke bahan bakar bersih dengan polusi 
udara dalam ruangan yang lebih rendah (Budya & Yasir Arofat, 2011; Pemerintah Indonesia, 
2009). Karena harga LPG (per keluaran energi) lebih rendah dan distribusinya relatif mudah, 
Pemerintah Indonesia mendorong substitusi minyak tanah dengan cara menyediakan paket 
perdana LPG gratis dan harga subsidi untuk isi ulang (Budya & Yasir Arofat, 2011). Pada 
dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah dengan tetap 
melindungi konsumen dari guncangan ekonomi, mengingat upaya sebelumnya untuk 
mengurangi konsumsi dengan meningkatkan harga minyak tanah pernah mengakibatkan 
kerusuhan serius (Beaton & Lontoh, 2010).

Secara keseluruhan, program ini berhasil menurunkan penggunaan minyak tanah sebesar 
lebih dari 93% antara tahun 2008 hingga 2016 (Organisation for Economic Co- operation 
and Development, 2019). Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 
konsumsi LPG meningkat signifikan, dan pada tahun 2015 LPG telah menjadi bahan bakar 
memasak utama bagi 69% rumah tangga, dari yang semula hanya 11% pada tahun 2007 
(Kusumawardhani et al., 2017).

2.2 Permasalahan Subsidi LPG
Selama bertahun-tahun, belanja subsidi LPG menjadi semakin mahal karena meningkatnya 
permintaan. LPG di Indonesia dijual dalam tiga ukuran tabung: 3kg, 5,5kg, dan 12kg 
(TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). LPG tabung 3kg disubsidi dan dijual di harga tetap 
sejak tahun 2008, namun LPG 5,5kg dan 12kg tidak disubsidi, sehingga harganya terus 
berubah-ubah dari waktu ke waktu mengikuti harga pasar internasional (TNP2K, komunikasi 
pribadi, 2020). Hal ini menyebabkan naiknya kesenjangan harga antara LPG bersubsidi dan 
non-subsidi, yang mendorong lebih banyak konsumen membeli LPG tabung 3kg. Meskipun 
Undang-undang Energi (2007) menetapkan bahwa subsidi energi hanya diperuntukkan bagi 
kelompok miskin dan kelompok rentan demi meningkatkan akses mereka kepada energi, pada 
kenyataannya LPG tabung 3kg bersubsidi dijual bebas dan hingga saat ini penjualannya tidak 
dibatasi hanya bagi kelompok miskin. Akibatnya, mayoritas rumah tangga yang tergolong 
berpendapatan tinggi terus membeli LPG tabung 3kg bersubsidi (TNP2K, komunikasi 
pribadi, 2020).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, volume LPG bersubsidi yang terjual terus 
meningkat sejak awal penerapan subsidi pada tahun 2009, dan subsidi LPG menjadi belanja 
publik dengan nilai sebesar Rp54 triliun (US$3,8 miliar) pada tahun 2019 (BPK, 2020). 
Sebelum pandemi COVID-19, konsumsi LPG bersubsidi diproyeksikan akan semakin 
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meningkat hingga mencapai 10 miliar kg pada tahun 2023, atau senilai Rp89 triliun1 (US$6,1 
miliar), dengan asumsi harga tetap konstan (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Karena 
permintaan LPG semakin banyak dipenuhi melalui impor (Gambar 2) -sekitar 75% pada 
tahun 2019- subsidi konsumsi LPG juga berkontribusi semakin besar menyebabkan defisit 
neraca perdagangan Indonesia serta memberikan risiko tambahan kepada APBN (ESDM, 
2020a, 2020c). 

Gambar 2. Volume LPG bersubsidi dan proporsi produksi domestik dan impor dalam 
total LPG yang digunakan antara tahun 2009 dan 2021

Catatan: Nilai untuk tahun 2020 dan 2021 adalah prediksi. 

Sumber: Kementerian ESDM, 2020a, 2020c

Dari sini dapat terlihat bahwa subsidi LPG bersifat regresif, dan karenanya tidak membantu 
mengurangi ketimpangan. Menurut sebuah penelitian tentang distribusi subsidi LPG 
(Kusumawardhani et al., 2017), hanya sekitar 39% pengguna LPG tabung 3kg yang 
termasuk ke dalam kategori 40% rumah tangga berpendapatan terendah, meskipun UU 
menetapkan bahwa seharusnya justru rumah tangga berpendapatan terendahlah yang 
menjadi penerima utama LPG bersubsidi. Selain itu, rumah tangga kaya mengonsumsi 
lebih banyak LPG secara rata-rata, dan karenanya memperoleh manfaat lebih tinggi dari 
subsidi total per rumah tangga (Gambar 3). Lebih lanjut, di wilayah perdesaan di mana 
mayoritas rumah tangga miskin berada, akses terhadap LPG bersubsidi berharga resmi 
sering kali terbatas, disebabkan adanya biaya tambahan untuk penyalur tidak resmi dan 
transportasi. Akibatnya, hanya 30% dari total subsidi LPG yang diterima orang-orang yang 
membutuhkannya (yaitu 40% rumah tangga berpendapatan terendah); rumah tangga yang 
lebih kaya justru menikmati subsidi yang lebih banyak, sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 3 (Kusumawardhani et al., 2017).

1 Dengan asumsi harga tetap konstan.
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Gambar 3. Distribusi manfaat subsidi LPG 3kg22

Sumber: Kusumawardhani et al., 2017.

2.3 Upaya Mengurangi Belanja Subsidi LPG
PT Pertamina, BUMN di bidang migas telah mencoba sejumlah cara untuk mendorong 
konsumen mampu untuk mengonsumsi LPG non-subsidi. Upaya tersebut mencakup 
penjualan LPG non-subsidi dalam tabung 5,5kg pada awal tahun 2015 dan tabung 3kg 
pada tahun 2017, serta memberikan diskon khusus (Maulana, 2018; Prakoso, 2015; 
Prasongko, 2017). Namun, upaya-upaya tersebut tidak efektif karena tidak mengatasi 
masalah mendasarnya, yaitu ketimpangan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi 
tanpa membatasi akses kepada LPG bersubsidi, yang menyebabkan terjadinya salah sasaran. 
Pemerintah juga menguji coba gasifikasi batu bara (dimetil eter [DME]) dan memperluas 
jaringan distribusi LNG melalui program jaringan gas perkotaan, namun masih belum 
mencapai skala yang memadai dan karenanya masih menjadi solusi jangka panjang (ESDM, 
2020d). Pemerintah telah menunjukkan niat untuk membatasi akses LPG bersubsidi hanya 
kepada kelompok tertentu pada beberapa tahun terakhir, namun peraturan yang terkait 
masih belum ditetapkan. Beberapa waktu lalu, pemerintah berencana melaksanakan sistem 
tertutup di mana penerima manfaat akan menerima LPG tabung bersubsidi dalam jumlah 
terbatas pada pertengahan tahun 2020, namun rencana ini ditunda karena krisis COVID-19 
(Philemon, 2020).

2  Jumlah total rumah tangga dalam kuintil pendapatan 5 sangat rendah, sehingga proporsi manfaat subsidi LPG 
total yang diterimanya lebih kecil dibandingkan yang diterima kuintil pendapatan 3 dan 4; padahal, subsidi rata-
rata per rumah tangga justru tertinggi bagi rumah tangga pada kuintil pendapatan 5.

Rata-rata subsidi per rumah tangga (sumbu kiri) % total manfaat subsidi LPG (sumbu kanan)
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3.0 Rencana Reformasi Subsidi LPG Saat 
Ini

3.1 Penargetan Subsidi LPG
Pada tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Program 
Kemitraan Indonesia-Australia  untuk Perekonomian (PROSPERA) melakukan penilaian 
atas efektivitas sistem subsidi yang sedang berlaku. Lalu sebagai hasilnya mereka 
merekomendasikan penghapusan subsidi harga saat itu dan melindungi kelompok rentan 
melalui bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, penelitian tersebut menyoroti adanya 
kebutuhan atas beberapa elemen berikut:

•	 Bantuan yang memadai untuk mengompensasi penurunan daya beli.

•	 Penentuan penerima BLT sasaran yang didasarkan pada proses pengumpulan data 
yang valid.

•	 Pengujian fungsi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perubahan kebijakan.

Beberapa skema telah diusulkan untuk melaksanakan sistem transfer langsung ini untuk 
subsidi LPG. Menurut ESDM, salah satu opsi yang telah diuji di beberapa lokasi adalah 
penggunaan kartu dengan kode batang yang terhubung langsung dengan rekening bank 
kelompok penerima manfaat (Simatupang, 2020). Ketika membeli LPG tabung 3kg, kode 
batang otomatis akan terekam, dan subsidi akan ditransfer langsung ke rekening bank 
pemegang kartu.

3.2 Rencana Usulan TNP2K
Sementara itu, TNP2K mengembangkan sebuah skema untuk memverifikasi kelayakan 
penerima melalui mekanisme biometrik wajah (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). 
Berdasarkan sistem ini, penerima manfaat terdaftar dapat mendatangi agen atau toko, di 
mana data biometriknya dapat diverifikasi dengan aplikasi ponsel pintar LinkAja - salah satu 
jaringan antarbank Indonesia - dengan mengambil foto penerima manfaat. Begitu Nomor 
Identitas Kependudukan (NIK) dimasukkan, data pribadi dan saldo bantuan terbaru akan 
terbuka, dan jika saldo masih mencukupi, pembayaran dapat dilakukan, dan tabung LPG 
kosong dapat diganti dengan yang baru.

Untuk memastikan subsidi hanya disalurkan ke keluarga berstatus sosial-ekonomi 40% 
terbawah, TNP2K menggunakan data subsidi listrik pemerintah untuk mengidentifikasi 
sekitar 30 juta keluarga yang berhak menerima bantuan. Terdapat perbedaan sekitar 20 juta 
rumah tangga lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima subsidi LPG tabung 
3kg saat ini (Citra, 2020; TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Setiap rumah tangga yang 
memenuhi kelayakan akan menerima transfer bernilai tiga LPG tabung 3kg per bulan, dan 
setiap usaha mikro akan menerima bantuan setara sembilan tabung, sementara keluarga 
nelayan dan petani akan menerima setara dengan 12 tabung berdasarkan perkiraan kebutuhan 
konsumsi dasar minimal (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020).
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Untuk menguji sistem biometrik wajah, sidik jari, maupun teknologi voucer elektronik, 
TNP2K melakukan uji coba pertama sejak bulan Desember 2018 hingga Mei 2019 di tujuh 
daerah dengan melibatkan lebih dari 14.000 rumah tangga (Wicaksono, 2019). Hasil proyek 
uji coba tersebut menunjukkan bahwa proses transaksi dapat dilakukan secara mulus dan 
cepat, namun sebagian penjual LPG masih belum siap melakukan proses transaksi tersebut 
dan memerlukan pelatihan tambahan. Meskipun proses verifikasi wajah berjalan lancar tanpa 
masalah, metode verifikasi sidik jari rupanya memerlukan waktu lebih lama, dan metode 
verifikasi kode voucer juga sedikit terhambat, karena sebagian penerima manfaat lupa nomor 
identifikasi pribadi (PIN) mereka, mendaftarkan nomor telepon yang salah, atau mengalami 
masalah jaringan ponsel. Meskipun terdapat berbagai potensi isu terkait skalabilitas teknologi 
tersebut dan pemanfaatannya di berbagai wilayah terpencil jika infrastruktur pendukung 
kurang tersedia, TNP2K mendukung penggunaan teknologi biometrik wajah, yang juga 
menghemat banyak biaya seperti biaya pencetakan dan distribusi (TNP2K, komunikasi 
pribadi, 2020). Berdasarkan temuan dari proyek percobaan pertama, teknologi ini kemudian 
disempurnakan melalui proyek percobaan kedua di tiga kabupaten antara bulan September 
hingga November 2019 (Citra, 2020).

3.3 Manfaat Subsidi LPG Tertarget
Dalam studi yang dilakukan pada tahun 2019, BKF dan PROSPERA juga menganalisis 
dampak perubahan skema subsidi LPG tabung 3kg. Studi ini menemukan penghapusan 
subsidi LPG tanpa kompensasi akan meningkatkan inflasi sebesar 1,32  poin persen, yang 
akan meningkatkan kemiskinan nasional sebesar 0,47% atau 10,29% dan ketimpangan 
(koefisien Gini) sebesar 0,002 hingga 0,391 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019; Joewono, 
2020). Sebaliknya, subsidi tertarget bagi rumah tangga dengan status sosial-ekonomi 
terendah diproyeksikan akan secara langsung menutup hilangnya daya beli serta mengurangi 
kemiskinan dan ketimpangan dibandingkan dengan sistem saat ini. Namun sejauh mana 
dampak kebijakan ini akan bergantung pada jumlah subsidi yang diberikan. Bantuan langsung 
sebesar Rp45.000 per rumah tangga per bulan akan membantu mengurangi angka kemiskinan 
sebesar 0,13% hingga 9,68% dan ketimpangan sebesar 0,002 hingga 0,387, sementara 
bantuan langsung sebesar Rp60.000 per rumah tangga per bulan akan mengurangi angka 
kemiskinan sebesar 0,36% hingga 9,46% dan ketimpangan dari 0,003 menjadi 0,386.

Pada saat yang sama, reformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3kg dengan cara ini juga akan 
membawa dampak positif pada beban fiskal publik. Menurut rencana yang diusulkan TNP2K, 
pengurangan belanja pemerintah untuk subsidi LPG dapat berkisar antara 70% (jika hanya 
keluarga yang berhak yang dimasukkan ke dalam skema tersebut) hingga 40% (jika keluarga 
yang berhak, usaha mikro, dan keluarga nelayan dan petani turut dimasukkan)3 (TNP2K, 
komunikasi pribadi, 2020). Serupa dengan pengurangan subsidi bahan bakar pada tahun 
2014/15, dana yang dihemat dapat dibelanjakan untuk tujuan yang lebih produktif, khususnya 
untuk pemulihan COVID-19.

Analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai dampak pada rumah 
tangga lain yang tidak termasuk ke dalam kategori dua desil terbawah, dan juga untuk 
memahami pandangan masyarakat tentang berbagai opsi reformasi yang ada. 

3 Perhitungan ini didasarkan pada alokasi anggaran awal untuk tahun 2020 (sekitar Rp49,4 triliun).
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4.0 Reformasi Subsidi LPG dan 
Dampaknya pada Perubahan Iklim
Reformasi subsidi LPG akan menyebabkan kenaikan harga LPG bagi banyak rumah tangga, 
yang akan menjadi insentif bagi rumah-rumah tangga tersebut untuk beralih menggunakan 
kompor listrik untuk memasak. Selain itu,  Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan 
untuk mendukung peralihan dari LPG ke kompor memasak listrik untuk keluarga 
berpendapatan menengah dan tinggi sebagai cara untuk menghemat sumber daya pemerintah 
yang dibelanjakan untuk subsidi LPG. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia 
berbasis bahan bakar fosil, dengan batu bara memegang peranan yang sangat penting, 
peralihan ini berisiko membawa dampak negatif pada emisi karbon dioksida Indonesia. 
Sebaliknya, kelompok rentan akan terus menerima LPG bersubsidi setelah reformasi, dan 
karenanya mereka diharapkan tidak akan mencari alternatif yang membahayakan, seperti 
biomassa yang menyebabkan polusi udara dalam ruangan yang tinggi.

4.1 Perbandingan Biaya Memasak dengan LPG Bersubsidi, 
LPG Non-Subsidi, dan Listrik
Berdasarkan penargetan yang disarankan oleh TNP2K, sekitar 20 juta rumah tangga tidak 
akan mampu lagi mengakses LPG bersubsidi, dan harus membeli LPG di harga yang 
mencerminkan harga pasar internasional. Pada akhirnya, biaya memasak dengan LPG akan 
meningkat, yang akan mendorong kelompok rumah tangga ini mencari alternatif lain seperti 
kompor induksi listrik. Sebagai contoh, rumah tangga dengan daya 1.300 VA atau lebih 
dapat menghemat Rp46.204 (US$3,17) per bulan ketika menggunakan LPG bersubsidi 
dibandingkan jika memasak menggunakan kompor induksi listrik, namun mereka harus 
menghabiskan Rp11.746 (US$ 0,80) lebih banyak jika mereka diwajibkan membeli LPG non-
subsidi4 (Pranadji et al., 2010).

4.2 Emisi Gas Rumah Kaca yang Disebabkan Memasak 
dengan LPG dan Listrik
Mengingat bauran energi Indonesia masih didominasi oleh batu bara5 (ESDM, 2020b) 
dan tidak mungkin berubah dalam waktu dekat (Perusahaan Listrik Negara [PLN], 2020), 
peralihan ke kompor induksi listrik dapat menciptakan tantangan dalam hal emisi gas 
rumah kaca (GRK), yang dapat mengganggu rencana Indonesia untuk mencapai sasaran 
pengurangan GRK pada tahun 2030 sebagaimana telah dinyatakan dalam Kontribusi yang 
Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia. Meskipun efisiensi kompor LPG lebih rendah 

4 Hal ini didasarkan pada konsumsi rata-rata bulanan untuk memasak, yaitu sebesar 11,4 kg per LPG dan 87,2 
kWh per rumah tangga.
5 Pada bulan Juni 2020, bauran bahan bakar listrik Indonesia berdasarkan kapasitas terpasang adalah sebagai 
berikut: batu bara (49,63%), gas dan hibrid (29%), minyak bahan bakar (6,74%), dan energi terbarukan (14,7%).
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(55% dibandingkan kompor induksi6) (Dewan Energi Nasional & ESDM, 2020), memasak 
dengan LPG mengakibatkan emisi karbon dioksida tahunan sebesar 0,408 ton setara karbon 
dioksida (tCO2e) per rumah tangga, sementara memasak dengan kompor induksi listrik 
menyebabkan dua kali lipat jumlah ini (0,855 tCO2e per tahun).7 Peralihan dari LPG ke 
kompor induksi listrik karenanya akan mengakibatkan kenaikan tahunan sebesar 0,447 
tCO2e per rumah tangga. Karena batu bara akan tetap menjadi sumber pembangkitan listrik 
dominan bagi Indonesia, dan mengingat Indonesia kemungkinan tidak dapat memenuhi 
target energi terbarukannya, perbedaan antara emisi GRK ketika memasak menggunakan 
LPG dan listrik dapat diperkirakan akan tetap konstan selama satu dekade ke depan, karena 
faktor emisi sistem jaringan listrik kemungkinan akan tetap konstan atau bahkan meningkat 
(PLN, 2019). Jika sekitar 20 juta rumah tangga yang kehilangan akses ke LPG bersubsidi 
segera beralih menggunakan listrik untuk memasak, akan terjadi tambahan sebesar 0,0089 
GtCO2e, yang dapat dianggap kecil dibandingkan estimasi total emisi GRK Indonesia yang 
sebesar 1,8 GtCO2e pada tahun 2020 (Climate Analytics & Climate Action Tracker, 2020).

4.3 Biaya Tambahan Terkait dengan Peralihan Kompor 
Induksi Listrik
Rumah tangga yang beralih memasak dengan kompor induksi listrik harus membayar biaya 
di muka relatif tinggi, termasuk untuk pembelian unit kompor dan alat masak feromagnetik, 
kabel, dan juga biaya administratif untuk sertifikasi. Saat ini, hanya sekitar 4,5 juta rumah 
tangga yang memiliki daya listrik yang memadai untuk menggunakan kompor induksi 
listrik (yaitu di atas 2.200 VA). Sekitar 11,5 juta rumah tangga berada satu tingkat di bawah 
daya listrik tersebut (1.300 VA) (Dewan Energi Nasional & ESDM, 2020), dan karenanya 
juga harus membayar biaya penambahan daya jika mereka ingin memasak menggunakan 
listrik.  Penjabaran biaya detail pada Tabel 1 mencapai hampir Rp5 juta (US$ 342). Karena 
pendapatan bulanan kelas menengah bawah berada di bawah Rp7,5 juta (US$514) dan kelas 
menengah di bawah Rp25 juta (US$1.714) per keluarga (Miranda, 2020), biaya-biaya ini 
dapat menjadi beban yang besar dan akan membatasi kemampuan rumah tangga dari kedua 
kelompok pendapatan ini untuk beralih ke kompor listrik.

6 Kementerian ESDM memperkirakan bahwa kompor LPG dan kompor induksi memiliki efisiensi termal rata-rata 
sebesar 40% dan 85%. Dewan Energi Nasional dan ESDM (2020) menggunakan rasio efisiensi kompor LPG ke 
kompor induksi sebesar 0,55.
7 Berdasarkan perhitungan penulis sendiri, dengan asumsi konsumsi LPG sebesar 11,4 kg per bulan per rumah 
tangga (Pranadji et al., 2010), dan dengan asumsi konsumsi energi ekuivalen tidak akan terpengaruh oleh 
peralihan ke kompor induksi.
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Tabel 1. Biaya tambahan yang ditimbulkan peralihan ke kompor induksi listrik

Biaya di muka untuk pembelian dan pemasangan 
kompor induksi

Biaya (Rp)

Unit kompor induksi (2.000 W) 2.000.000

Peralatan memasak feromagnetik 800.000

Penambahan daya PLN8 843.300

Sertifikat kelayakan operasional (SLO) 105.000

Kabel watt tinggi 1.100.000

Total biaya di muka 4.848.300

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan data dari berbagai sumber

4.4 Promosi Memasak Menggunakan Listrik oleh 
Pemerintah Indonesia dan PLN
Reformasi subsidi LPG akan mempercepat peralihan ke penggunaan listrik untuk memasak. 
Pemerintah Indonesia juga sedang berencana mempromosikan peralihan ini secara aktif 
guna mengurangi belanja subsidi LPG, sesuai dengan yang dicanangkan di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 
2020). Oleh karenanya, PLN telah mengumumkan sebuah program untuk mendukung 
tujuan ini dalam bentuk potongan harga untuk penambahan daya listrik. PLN bekerja sama 
dengan Bank Tabungan Negara (yang merupakan BUMN) dan menawarkan pinjaman untuk 
membeli kompor induksi listrik, untuk mempromosikan penggunaan 1juta kompor induksi 
listrik per tahun mulai tahun 2021 dan mencapai konversi sebesar 10 juta unit pada tahun 
2030 (Andi & Perwitasari, 2020; Safitri & Setiawan, 2020). Namun, rencana tersebut akan 
memerlukan investasi masif untuk melakukan penambahan kapasitas listrik dan infrastruktur 
pendistribusian. Masih menjadi pertanyaan apakah PLN saat ini dapat menghadapi kenaikan 
permintaan dalam jumlah tersebut.

8 Ini merupakan biaya penambahan daya dari watt 1.300 VA ke 2.200 VA, meskipun biaya ini bisa saja lebih 
rendah karena PLN memiliki program untuk mendukung proses ini (lihat Bagian 4.4).
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5.0 Studi Kasus Internasional
Meskipun sudah merencanakan reformasi subsidi LPG, Pemerintah Indonesia tidak 
melaksanakan tindakan lebih lanjut untuk menerapkan rencana reformasi tersebut 
akibat krisis COVID-19. Namun negara lain telah menggunakan masa-masa krisis untuk 
menjalankan reformasi harga bahan bakar fosil serta melaksanakan upaya perlindungan 
sosial untuk memastikan kelompok miskin dapat tetap memenuhi kebutuhan energi mereka. 
Berikut ini adalah kompilasi studi kasus di India dan Meksiko yang memberikan pembelajaran 
berharga bagi Indonesia tentang manfaat reformasi harga bahan bakar fosil pada masa krisis, 
dan apa saja hambatan yang harus diatasi.

5.1 Studi Kasus India: Menaikkan pajak bahan bakar 
sebagai respons terhadap krisis COVID-19

5.1.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Anggaran Publik India

Perekonomian India mengalami kontraksi sebesar 23,9% dibanding tahun sebelumnya pada 
kuartal kedua tahun 2020 (PIB, 2020e). Penurunan ekonomi ini menguras pendapatan 
negara dari pajak, padahal di saat yang sama belanja program kesejahteraan untuk kelompok 
miskin dan pekerja migran justru meningkat (M. Sharma, 2020). Pada kuartal pertama tahun 
fiskal 2020/21, pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa adalah 41% lebih rendah dibandingkan 
periode yang sama pada tahun sebelumnya (The Hindu, 2020). Selain itu,  total penjualan 
bensin turun sebesar 60% pada bulan April 2020 dan 36% pada bulan Mei 2020 tahun ke 
tahun, sementara penjualan diesel jatuh sebesar 56% pada bulan April 2020 dan 29% pada 
bulan Mei 2020 dibandingkan dengan bulan-bulan yang sama pada tahun 2019 (Petroleum 
Planning and Analysis Cell, 2020a).

Pada tahun fiskal 2018/19, cukai atas bensin dan solar berkontribusi hampir 11% kepada 
pendapatan pajak pemerintah pusat (Varadhan, 2020). Namun, realisasi pendapatan dari 
pajak tersebut lebih rendah dari ekspektasi pada musim semi 2020 akibat penurunan 
permintaan saat pembatasan kegiatan. Sementara itu resesi akibat COVID-19 diprediksi akan 
memotong pendapatan pemerintah sebesar 2%-3% dari PDB (Ayar, 2020).

5.1.2 Komposisi Harga Bahan Bakar India

Deregulasi harga bensin dan solar India pada tahun 2010 dan 2014 memungkinkan 
perusahaan pemasar minyak (oil marketing companies/OMC) untuk menyesuaikan harga 
berdasarkan harga minyak mentah internasional setiap dua minggu sekali (Surabhi, 2018). 
Sejak tahun 2017, OMC telah merevisi harga bahan bakar setiap hari untuk mencerminkan 
fluktuasi harga minyak mentah internasional dan angka konversi mata uang dalam harga ritel. 
Harga bensin dan solar terdiri dari empat komponen berikut (Manduva, 2018):

•	 Harga dasar: OMC mengenakan harga dasar kepada para penyalur berdasarkan harga 
minyak mentah global, nilai tukar, biaya pengangkutan/ kargo dan pemurnian, serta 
biaya lainnya.
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•	 Pungutan cukai pusat: Pemerintah Pusat mengenakan tiga jenis bea cukai (dalam 
jumlah tetap per liter): Cukai Dasar, Cukai Tambahan Khusus, dan Cukai Tambahan .

•	 Komisi penyalur: OMC membayarkan komisi kepada penyalur pompa bensin.

•	 Pajak pertambahan nilai (PPN) pajak penjualan masing-masing negara bagian 
Pemerintah negara bagian mengenakan PPN atau pajak penjualan pada harga yang 
mencakup harga dasar, pajak cukai pusat, dan komisi penyalur.

5.1.3 Meningkatkan Pajak Bahan Bakar untuk Mengamankan 
Belanja Fiskal

Sebagai akibat runtuhnya harga minyak global akibat dimulainya perang harga antara 
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dengan Rusia dan menurunnya 
permintaan akibat krisis COVID-19 global, harga bulanan rata-rata Indian Crude Basket, 
indikator harga impor minyak mentah India,9 jatuh dari US$65,50 per barel pada bulan 
Januari 2020 menjadi US$19,90 pada bulan April 2020 (Petroleum Planning and Analysis 
Cell, 2020b). Alih-alih meneruskan penurunan harga tersebut kepada konsumen, Pemerintah 
Pusat India menaikkan pungutan cukai atas produk-produk bahan bakar sebanyak dua kali 
untuk memperoleh dana tambahan. Dana tersebut digunakan untuk menutup penurunan 
pendapatan dan memberikan dana bantuan sebesar INR1,7 triliun (US$22,6 miliar) untuk 
paket pemulihan COVID-19 bagi kelompok miskin dan INR20 triliun bagi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) (Press Information Bureau [PIB], 2020c, 2020d). Pada bulan 
Maret, cukai tambahan khusus dinaikkan dari INR8 menjadi INR10 per liter untuk bensin 
dan dari INR2 menjadi INR4 per liter untuk solar (Central Board of Indirect Taxes and 
Customs [CBIC], 2020a). Pajak Jalan dan Infrastruktur (PJI), yang ditarik sebagai pungutan 
cukai tambahan, dinaikkan dari INR9 menjadi INR10 per liter untuk bensin dan solar (CBIC, 
2020b). Pada awal bulan Mei, cukai tambahan khusus dinaikkan kembali sebesar INR3 per 
liter untuk bensin dan INR5 per liter untuk diesel (CBIC, 2020c), sementara PJI dinaikkan 
sebesar INR8 per liter untuk bensin dan solar (CBIC, 2020d). Perubahan-perubahan ini 
menaikkan pungutan cukai bensin sebesar INR13 (US$0,18) menjadi INR32,98 (US$0,45) 
per liter dan untuk solar sebesar INR16 (US$0,22) menjadi INR31,83 (US$0,43) per 
liter. Sejak bulan Maret 2020, 23 dari 28 negara bagian di India juga telah mengumumkan 
kenaikan PPN masing-masing (perhitungan penulis). Karena pemerintah pusat dan negara 
bagian dapat menerapkan kenaikan pajak ini masing-masing (tidak seperti pajak barang dan 
jasa di mana mereka harus mengambil keputusan bersama), cara ini kemudian menjadi cara 
cepat untuk mengumpulkan pendapatan dalam jumlah besar (Daniyal, 2020).

Menurut perhitungan IISD, peningkatan pungutan cukai ini telah menghasilkan pendapatan 
tambahan bagi Pemerintah Pusat sebesar sekitar INR1,4 triliun (US$19,2 miliar) dalam 9 
bulan sejak April hingga Desember 2020. 

9 Indian Crude Basket mencerminkan basket turunan yang terdiri dari sour grade (rata-rata Oman & Dubai) 
dan sweet grade (Brent Dated) minyak mentah yang diproses di pengilangan India dalam rasio 75,50: 24,50 di 
sepanjang 2018/19.
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5.1.4 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Harga Ritel 

Ketika Pemerintah Pusat pertama kali menaikkan pajak cukai, Kementerian Keuangan India 
menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menaikkan harga ritel bensin dan diesel 
(Magazine, 2020; Shine & Dhasmana, 2020). Karena OMC menyesuaikan kenaikan pajak 
berdasarkan harga minyak yang sedang rendah, tidak terjadi kenaikan berarti pada harga ritel 
antara bulan Maret hingga awal Juni. Meskipun hal ini pada awalnya menyebabkan marjin 
OMC meningkat tajam (dari INR3 menjadi INR17-19 per liter yang dijual), karena kenaikan 
pajak lebih rendah dibandingkan penghematan mereka dari harga minyak yang lebih rendah, 
pemulihan harga minyak mentah (ke sekitar US$40) pada akhir musim semi menjatuhkan 
marjin OMC menjadi INR2 per liter dan memaksa mereka untuk mulai menaikkan harga 
ritel (Ananda & Shukla, 2020). Akibatnya, harga bensin dan solar naik di seluruh India 
(sebesar 13% dan 16% di Delhi, 11% dan 16% di Mumbai, dan 11% di Chennai) hingga 
akhir Juni (Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020c). Di sepanjang sisa tahun 2020, 
harga ritel bensin dan solar secara keseluruhan tetap stabil, seiring dengan kembali stabilnya 
harga minyak mentah. Perkembangan harga bensin dan solar selengkapnya dari bulan Januari 
hingga September 2020 ditampilkan pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Perubahan komponen harga bensin di Delhi antara bulan Januari hingga 
September 2020

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan informasi yang diberikan oleh Petroleum Planning and 
Analysis Cell

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

B
as

ke
t 

ha
rg

a 
m

in
ya

k 
m

en
ta

h 
In

di
a 

(U
S

$/
ba

re
l)

K
en

ai
ka

n 
ha

rg
a 

be
ns

in
 D

el
hi

 IN
R

/L

Basket harga
minyak mentah
India (sumbu kanan)

PPN termasuk PPN
atas komisi penyalur
(sumbu kiri)

Pajak cukai
(sumbu kiri)

Komisi penyalur
(rata-rata)
(sumbu kiri)

Harga dasar
(sumbu kiri)

Ja
nu

a
ri

Fe
br

ua
ri

M
a

re
t

A
pr

il

M
ei

 

Ju
ni

Ju
li

A
g

us
tu

s

S
ep

te
m

b
er

IISD.org


IISD.org/gsi    14

Reformasi Subsidi LPG di Indonesia: Pembelajaran dari pengalaman internasional

Gambar 5. Perubahan komponen harga solar di Delhi antara bulan Januari hingga 
September 2020

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan informasi yang diberikan oleh Petroleum Planning and 
Analysis Cell

5.1.5 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Masyarakat
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pada 25 Juli 2020 (ANI, 2020b), dan asosiasi pengemudi truk di negara bagian Madhya 
Pradesh dari 10 hingga 13 Agustus 2020 (Sachdev, 2020).

Pemerintah menanggapi aksi publik ini secara reaktif. Menteri perminyakan baru membuat 
pernyataan publik pada akhir Juni - yaitu ketika harga bahan bakar telah dinaikkan secara 
drastis - bahwa kenaikan harga tersebut tidak berdampak pada masyarakat kebanyakan karena 
rendahnya permintaan bahan bakar, dan menambahkan bahwa pemerintah harus bersiap 
menghadapi tantangan-tantangan masa depan (ET Bureau, 2020). Ia juga menambahkan 
bahwa pendapatan ekstra yang diperoleh dari kenaikan pajak bahan bakar telah membantu 
Pemerintah India mengumpulkan dana untuk berbagai program kesejahteraan - yang secara 
khusus dialokasikan untuk prioritas kesehatan dan lapangan kerja- sambil tetap menstabilkan 
anggaran publiknya (The New Indian Express, 2020).

Secara keseluruhan, dukungan kepada pemerintahan Modi tetap relatif stabil. Sebagai contoh, 
para pemilik kendaraan pribadi (kelompok yang sebenarnya berjumlah kecil namun memiliki 
suara kuat di media sosial dan arus utama) yang terkena dampak langsung oleh kenaikan 
harga bahan bakar umumnya merupakan pemilih tetap Partai Bharatiya Janata (BJP) (Daniyal, 
2020). Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada musim panas tahun 2020 menunjukkan 
bahwa 72% merasa puas dengan pemerintahan Modi, 74% merasa puas dengan cara 
penanganan krisis COVID-19, dan 79% menilai hasil kerja Modi "bagus" atau bahkan "luar 
biasa" (Kumar, 2020). Meskipun terjadi tanda-tanda meningkatnya oposisi, yang sebagian 
juga disebabkan isu tingginya harga bahan bakar, sejak musim semi 2021 posisi pemerintah 
masih tetap kuat.

5.1.6 Pembelajaran

Contoh kenaikan pajak bahan bakar transportasi dari India dapat memberikan pelajaran 
berikut bagi Indonesia:

1.	 Memanfaatkan rendahnya harga minyak: India menaikkan pungutan cukai atas 
bensin dan solar ketika harga minyak global sedang jatuh. Kebijakan ini membantu 
meredam dampak kenaikan harga bagi pelanggan, karena kenaikan pungutan ini 
disesuaikan dengan harga minyak yang rendah, dan harga ritel tetap cukup stabil 
selama beberapa waktu. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan cukai tidak akan 
menyebabkan kenaikan harga eceran bahan bakar, namun pemerintah melewatkan 
kesempatan untuk membangun strategi komunikasi mengenai alasan kenaikan pajak 
tersebut kepada masyarakat. Karenanya, ketidakpuasan publik menyeruak ketika harga 
ritel mulai naik pada bulan Juni.

2.	 Pendapatan yang dihasilkan membantu melindungi kelompok miskin dan 
rentan: Krisis COVID-19 memberi dampak besar terhadap perekonomian India, 
yang secara khusus berdampak sangat buruk pada kelompok miskin dan rentan. Di 
sisi lain, rumah tangga kaya yang akan dapat menikmati manfaat dari harga bahan 
bakar yang murah. Meningkatkan cukai bahan bakar dan menggunakan pendapatan 
yang diperoleh untuk diinvestasikan pada program perlindungan kelompok miskin 
menciptakan hasil redistributif yang sangat signifikan.
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3.	 Dukungan kuat terhadap pemerintah membantu pelaksanaan kenaikan 
pajak: Terlepas dari kenaikan harga di sepanjang musim panas dan adanya gejala 
ketidakpuasan publik, penerimaan masyarakat terhadap kenaikan pajak tersebut serta 
dukungan kepada pemerintah relatif masih tinggi karena tingginya modal politik 
pemerintah yang berkuasa. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah, kerja sama dengan 
pihak oposisi dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi sangat penting untuk 
menjamin keberhasilan reformasi tersebut. 

5.2 Studi Kasus India: Skema perlindungan sosial baru 
untuk LPG sebagai respons terhadap krisis COVID-19

5.2.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Masyarakat Miskin dan Rentan 
Lainnya di India

Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada perekonomian dan anggaran publik India 
(Bagian 5.1), khususnya pada kelompok miskin dan rentan di India. Antara bulan Maret 
hingga awal April 2020, pengangguran meningkat tiga kali lipat, dari 8,7% menjadi 26% 
(Centre for Monitoring Indian Economy, 2020). Kelompok paling rentan terkena dampak 
adalah kelompok berpendapatan rendah dan informal seperti petani, pekerja domestik, 
pemilik usaha kecil, dan buruh upah harian yang tidak memiliki keamanan kerja. Selain 
itu, sekitar 100 juta pekerja migran di berbagai kota kehilangan pekerjaan dan harus 
kembali ke kampung halaman mereka di wilayah perdesaan sehingga mereka menyebabkan 
beban tambahan kepada perekonomian lokal (Sanghera, 2020; Singh, 2020). Menurut 
sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 47.000 rumah tangga berpendapatan rendah 
di 15 negara bagian India antara bulan April hingga Juni, lebih dari setengah pencari 
nafkah utama kehilangan pekerjaan mereka, dan pendapatan rumah tangga jatuh rata-rata 
hingga hanya 40% dibandingkan jumlah sebelum pembatasan kegiatan (Dalberg, 2020). 
Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dibarengi dengan perlindungan finansial yang 
terbatas bagi kelompok berpendapatan rendah dan yang terpinggirkan secara sosial juga 
semakin memperparah kondisi ini (Ahmed et al., 2020; Carswell et al., 2015). Pandemi ini 
dapat mengurangi pencapaian India dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Bank Dunia, 
2020).

5.2.2 Program-program Perlindungan Sosial India untuk 
Menggunakan LPG

India menjalankan berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan di berbagai 
tingkatan.  Subsidi untuk penggunaan LPG domestik didistribusikan melalui dua skema. 
Skema pertama disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai (Direct Benefit Transfer for LPG 
[DBT-L]), yaitu sebuah subsidi konsumsi yang diluncurkan pada tahun 2014. Berdasarkan 
skema ini, para penerima manfaat - yaitu rumah tangga perdesaan di bawah garis kemiskinan 

- membeli LPG pada harga pasar penuh dan menerima manfaat yang ditransfer langsung ke 
rekening bank mereka. Penerima manfaat diizinkan membeli sebelas LPG tabung 14,2 kg 
per tahun dengan harga subsidi, ditambah satu tabung gratis (Kementerian Perminyakan 
dan Gas Alam [MoPNG], 2020a). Skema kedua adalah Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 
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(PMUY), yaitu subsidi yang diluncurkan pada tahun 2016 dan bertujuan memberikan 50 
juta koneksi LPG secara gratis10 selama tiga tahun kepada para perempuan di bawah garis 
kemiskinan, atau para perempuan dari komunitas tertinggal yang ditentukan melalui Sensus 
Sosial Ekonomi dan Kasta India 2011 (MoPNG, 2016). Sejak September 2019, lebih dari 80 
juta koneksi LPG telah dibuat, dengan nilai subsidi yang berbeda-beda bergantung pada harga 
di masing-masing negara bagian (MoPNG, 2020b). Pada bulan Februari 2021, pemerintah 
mengumumkan target baru untuk menambah 10 juta koneksi LPG baru berdasarkan skema 
ini (PIB, 2021).

Pemerintah India telah bekerja keras meningkatkan penargetan subsidi koneksi maupun 
konsumsi LPG melalui berbagai cara, seperti penargetan volumetrik, penargetan pendapatan, 
dan skema memilih keluar secara sukarela (Sharma et al., 2019). Pendekatan-pendekatan 
ini telah meningkatkan penargetan subsidi LPG kepada rumah tangga miskin, namun masih 
banyak lagi yang harus dilakukan. Sebuah studi di negara bagian Jharkhand menemukan 
bahwa lebih dari setengah subsidi LPG justru menguntungkan rumah tangga terkaya dari 
kelompok berpendapatan 40% teratas (Sharma et al., 2021). 

5.2.3 Upaya Perlindungan Sosial LPG Baru sebagai Respons 
terhadap COVID-19

Untuk menanggulangi krisis COVID-19, Pemerintah India memanfaatkan sistem distribusi 
publik dan platform DBT untuk menjalankan berbagai upaya perlindungan sosial baru di 
bawah berbagai program yang telah ada sebelum pandemi. Paket yang diumumkan pada akhir 
Maret 2020 ini bernilai total INR1,7 triliun (US$22,94 miliar), dan mencakup pemberian 
tabung LPG gratis dan juga berbagai kebijakan lainnya (seperti distribusi bahan pangan 
kepada kelompok miskin, bantuan tunai kepada petani, peningkatan upah untuk skema kerja 
publik perdesaan nasional, bantuan tunai kepada rumah tangga yang sasaran inklusi finansial, 
dan bantuan tunai kepada para janda dan penyandang disabilitas) (PIB, 2020d).

Antara bulan April hingga Juni 2020, 83 penerima manfaat PMUY diberikan hak atas tiga 
tabung LPG isi ulang gratis yang diantar langsung ke rumah mereka (PIB, 2020a). Para 
penerima manfaat ini menerima pembayaran tunai di awal yang setara dengan harga eceran 
satu LPG tabung isi ulang ke rekening bank mereka, dan dua transfer berikutnya menyusul 
jika transfer tunai awal tersebut telah digunakan untuk membeli LPG tabung (Abdi, 2020). 
Program ini diperpanjang hingga September untuk sebagian penerima manfaat yang tidak 
dapat membelanjakan bantuan tunai awal tersebut pada bulan Juni, lalu diperpanjang kembali 
hingga bulan Maret 2021 (Johari, 2021; PIB, 2020b). Secara keseluruhan sebanyak 141,4 juta 
LPG tabung gratis telah didistribusikan, dan sekitar INR109,9 miliar11 (US$1,48 miliar) telah 
ditransfer ke 75 juta penerima manfaat PMUY antara bulan April hingga November 2020 
(PIB, 2020f).

10 Satu koneksi berbiaya INR1,600 (US$22.=,72) (Comptroller and Auditor General of India, 2019).
11 Menurut pemerintah, sebanyak INR97,09 miliar (US$1,31 miliar) telah ditransfer antara bulan April hingga 
Juni. Dari bulan Juli hingga September, harga rata-rata LPG tabung (INR594) naik berlipat ganda antara 141,3 
juta (total jumlah tabung yang diluncurkan ke pasar) dan 119,7 juta (jumlah tabung yang diluncurkan antara 
bulan April dan Juni 2020). Angka ini (INR12,83 miliar) kemudian ditambahkan ke INR97,09 miliar untuk 
memperkirakan belanja total pemerintah untuk kebijakan ini.
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Program LPG gratis ini telah membantu kelompok penerima manfaat untuk memenuhi 
kebutuhan energi mereka pada masa krisis (Petroleum Planning and Analysis Cell, 
2020a). Namun, hanya sekitar 60% dari jumlah tabung gratis yang ditargetkan yang 
berhasil didistribusikan pada periode hingga November 2020, yang menunjukkan adanya 
kemungkinan overestimasi konsumsi LPG di kalangan penerima manfaat dan cakupan dari 
kebijakan PMUY yang kemungkinan masih kurang akurat. Sebuah survei menunjukkan 
bahwa 36% penerima manfaat menggunakan pembayaran bantuan di awal tersebut untuk 
tujuan lain, 40% tidak memiliki tabung kosong di rumah untuk diisi ulang, dan sisanya 
menghadapi kendala teknis terkait perbankan dan Aadhar, yaitu basis data identifikasi India 
yang seragam namun belum lengkap (Choudhary, 2020). Isu-isu teknis ini berdampak pada 
3,1 juta hingga 7,6 juta penerima manfaat yang berhak, yang hingga bulan Agustus belum 
menerima pembayaran bantuan awal mereka (N. Sharma, 2020). 

5.2.4 Pembiayaan Upaya Perlindungan Sosial Baru

Penurunan harga pasar LPG tabung 14,2kg akibat turunnya harga minyak internasional 
telah menghilangkan kesenjangan antara harga subsidi dengan harga pasar, dan secara 
efektif menghapuskan subsidi pada bulan Mei 2020 (IANS, 2020). Dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya, belanja untuk LPG bersubsidi jauh lebih rendah pada tahun fiskal 
2020/21 (Gambar 6). Hal ini memberikan penghematan fiskal kepada pemerintah yang dapat 
digunakan untuk berbagai kebijakan kesejahteraan lainnya, termasuk penyediaan LPG gratis. 
Harga LPG telah memulih sejak bulan Desember 2020, namun pemerintah masih belum 
memberlakukan kembali subsidi LPG, sehingga LPG tabung masih belum terjangkau bagi 
rumah-rumah tangga miskin yang belum menerima isi ulang gratis (Johari, 2021).

Gambar 6. Belanja India untuk DBT-L dan evolusi harga minyak mentah di India 
Basket antara tahun 2015 dan 2021

Sumber: Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020b, 2021.
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5.2.5 Pembelajaran

Contoh dari India dalam memberikan LPG gratis kepada kelompok miskin selama krisis 
COVID-19 dapat memberikan pembelajaran berikut bagi Indonesia:

1.	 Dukungan khusus bagi kelompok rentan pada masa-masa krisis: India 
menggunakan bantuan tunai untuk menyubsidi konsumsi LPG, namun harga 
minyak yang rendah memungkinkan Pemerintah India untuk menghapuskan subsidi-
subsidi ini tanpa menaikkan harga. Lebih lanjut, kelompok-kelompok rentan secara 
khusus menerima dukungan tambahan dalam bentuk pemberian gratis hingga tiga 
LPG tabung bagi perempuan miskin antara bulan April hingga September 2020, 
selain paket COVID-19 umum yang membantu mereka memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Namun, pemerintah masih belum mengumumkan rencana yang jelas untuk 
memberlakukan kembali subsidi LPG untuk membuat harga LPG tabung lebih 
terjangkau setelah tenggat waktu isi ulang LPG gratis terlampaui pada bulan Maret 
2021. 

2.	 Mengembangkan skema yang telah ada: Para penerima manfaat bantuan isi ulang 
gratis adalah penerima manfaat yang sama yang memperoleh skema perlindungan 
sosial yang sudah ada yang bertujuan mendistribusikan koneksi LPG baru. Oleh 
karenanya, basis data ini adalah basis data yang kuat, dan upaya-upaya ini dapat 
dilaksanakan secara tepat waktu.

3.	 Pemantauan dan perencanaan yang lebih seksama atas upaya-upaya tersebut 
akan meningkatkan efisiensi: Secara keseluruhan, hanya sekitar 140 juta isi 
ulang gratis LPG tabung yang diberikan melalui kebijakan ini - atau lebih rendah 
100 juta dibandingkan yang sebenarnya dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan 
adanya kemungkinan bahwa pemerintah melakukan overestimasi kebutuhan aktual 
para penerima manfaat, sehingga sebagian besar penerima manfaat tampak tidak 
menggunakan ketiga LPG tabung gratis pada waktu yang diberikan. Selain itu, LPG 
tabung gratis ini juga hanya terdistribusi ke 75 juta penerima manfaat PMYU, yang 
berarti sekitar 8 juta perempuan terlewatkan sepenuhnya dari upaya perlindungan 
sosial ini. Sementara sebagian memilih menggunakan pembayaran pertama untuk hal 
lain atau tidak cukup banyak menggunakan LPG hingga dapat merasakan manfaat 
isi ulang gratis, sebagian lainnya tidak pernah menerima pembayaran di awal yang 
sebenarnya dapat digunakan untuk isi ulang akibat sejumlah alasan teknis.

5.3 Studi Kasus Meksiko: Memperluas program 
perlindungan sosial yang ada sebagai respons terhadap 
krisis ekonomi global 2008/09

5.3.1 Dampak Krisis Ekonomi Global 2008/09 pada Perekonomian 
Meksiko

Resesi besar yang terjadi pada akhir tahun 2000an menyebabkan perekonomian Meksiko 
mengalami kontraksi sebesar lebih dari 5% pada tahun 2009 (Sistema de Información 
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Energética, n.d.). Krisis keuangan ini menyebabkan penurunan tajam pada pendapatan sektor 
publik, depresiasi mata uang sebesar 25%, dan penurunan investasi asing sebesar 42,5% pada 
tahun 2009 (Villarreal, 2010). Krisis keuangan ini juga berdampak besar bagi pasar tenaga 
kerja Meksiko, yang mengalami angka pengangguran tertinggi dalam satu dekade hingga 
mencapai 7,6% di perkotaan dan 3,7% di komunitas kecil. Antara tahun 2006 hingga 2010, 
populasi miskin total Meksiko12 meningkat dari 42,87% menjadi 51,08% (Conselo Nacional 
de Evaluacion de la Politica de Desarrolio Social [CONEVAL], 2016). Saat itu, LPG, bensin, 
dan solar masih disubsidi. Tidak lama kemudian reformasi dimulai, dan kenaikan harga 
pertama dilaksanakan pada tahun 2010 (Sanchez et al., 2018). Sementara harga LPG - yang 
ditetapkan secara ad hoc di bawah harga pasar internasional - dan harga bensin dan solar 
nasional - yang mengikuti formula pemulusan harga/price-smoothing- diliberalisasi secara 
penuh pada tahun 2017, harga listrik juga disubsidi bagi sebagian besar kategori rumah 
tangga dan konsumen pertanian. Meskipun sejumlah upaya reformasi telah dilakukan, 99% 
pengguna rumah tangga masih menikmati tarif listrik bersubsidi pada tahun 2016.

5.3.2 Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal (Oportunidades) 
sebagai Perlindungan Sosial

Meksiko telah menjalankan program bantuan tunai (Oportunidades) untuk melindungi 
kelompok rentan yang berjalan dari tahun 1997 hingga 2019;13 yang mencakup wilayah 
perkotaan pada tahun 2002 (Dávila Lárraga, 2016). Pendaftaran Oportunidades pada awalnya 
hanya diperuntukkan bagi rumah tangga di komunitas yang terpilih berdasarkan mekanisme 
penargetan geografis, yang mempertimbangkan tingkat literasi, pendidikan, akses kepada 
layanan kesehatan, akses kepada listrik, akses air pipa, tingkat kepadatan, adanya lantai semen 
di rumah, dan pendapatan rumah tangga (Sanchez et al., 2020). Berbagai manfaat tersebut 
didistribusikan ke berbagai fasilitas masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit.

5.3.3 Memperluas Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal 
dengan Komponen Energi untuk Melindungi Kelompok Miskin dari 
Harga Minyak yang Tinggi

Pada tahun 2007, Oportunidades diperluas dengan memasukkan komponen untuk membantu 
meringankan biaya energi rumah tangga (Oportunidades Energéticas) dengan nilai MXN50 
(US$4,57) per bulan, yang dinaikkan menjadi MXN55 (US$4,91) pada tahun 2008 dan 
menjadi MXN60 (USD4,74) pada tahun 2010 (Laan et al., 2012; Ordóñez-Barba & Silva 
Hernández, 2019). Belanja untuk komponen energi ini mencapai sekitar 9,5% belanja total 
pada tahun 2008 dan 7% pada tahun 2010, untuk total tahunan antara US$200 juta dan 300 

12 Kemisikinan mencakup kemiskinan pangan dan kemiskinan pendapatan. Sebuah metode perhitungan baru 
(untuk menghitung yang disebut kemiskinan ekstrem dan kemiskinan moderat) diperkenalkan pada tahun 2006, 
dan kedua metode tersebut digunakan hingga tahun 2016. Data untuk metode baru ini hanya tersedia sejak tahun 
2008 dan setelahnya. Karenanya metode lama (kemiskinan pangan dan pendapatan) digunakan untuk tahun 
sebelum 2008. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat: https://www.coneval.org.mx/ Medicion/EDP/Paginas/
Medicion-por-ingresos-1990-2012.aspx
13 Program perlindungan sosial bantuan tunai bersyarat ini kemudian digantikan dengan Benito Juárez 
Scholarship Coordination pada tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat https://www.jornada.com.
mx/2019/01/30/sociedad/032n1soc:
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juta dari tahun 2007 hingga 2009 (Sanchez et al., 2020; SEGOB, 2008, 2010a). Oportunidades 
Energéticas dilaksanakan sebagai tambahan atas subsidi bahan bakar fosil yang ada saat ini 
(bensin, solar, dan LPG) sebagai akibat tingginya harga minyak. Namun belanja untuk subsidi 
umum seperti itu jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, US$25 miliar dibayarkan untuk subsidi 
bahan bakar pada tahun 2008. (Global Subsidies Initiative, 2008; Kitson et al., 2016; SEGOB, 
2010b). Program ini juga bertujuan untuk mempromosikan akses kepada energi modern dan 
mengurangi penggunaan bahan bakar berpolusi (Sanchez et al., 2020). Namun, program ini 
hanya mengompensasi para penerima manfaat atas kenaikan harga terakhir (LPG dan listrik), 
dan jumlah total yang ditransfer kepada penerima manfaat berdasarkan skema ini berjumlah 
hingga 21%-25% belanja energi rumah tangga. Karena manfaatnya berupa bantuan tunai, 
rumah tangga dapat membelanjakannya untuk tujuan apa pun dan tidak harus untuk 
kebutuhan energi. Meskipun setiap rumah tangga yang terdaftar di Oportunidades secara teori 
diizinkan mendaftarkan diri pada Oportunidades Energéticas, persyaratan untuk menyerahkan 
tagihan listrik membuat 10% dari mereka tidak dapat menerima transfer tunai tambahan 
(Sanchez et al., 2020).

5.3.4 Dampak Komponen Energi

Meskipun memiliki sejumlah kekurangan, evaluasi dampak ex-ante eksternal yang dilakukan 
terhadap Oportunidades Energéticas oleh Kementerian Pembangunan Sosial menemukan 
bahwa mekanisme penargetan yang tepat bagi program ini berhasil mengurangi sifat 
regresif subsidi (Sanchez et al., 2020). Bahkan, sekitar 85% subsidi yang disalurkan 
kepada masyarakat berhasil mencapai 40% rumah tangga termiskin pada tahun pertama 
sejak dimulainya program tersebut, dan hampir 75% mencapai 30% kelompok termiskin 
(Komives et al., 2009). Lebih lanjut, bantuan tunai tersebut telah berdampak signifikan 
pada akumulasi aset rumah tangga, dan mendorong kenaikan adopsi peralatan listrik 
(Gertler et al., 2013).

Namun, antara tahun 2006 dan 2010, angka kemiskinan meningkat dari 43% menjadi 
51% antara lain akibat kenaikan harga bahan bakar transportasi, LPG, dan listrik (Gambar 
9). Namun, dampak krisis ini akan jauh lebih parah jika tidak ada program pemerintah 
yang mendukung perlindungan sosial. Karenanya, CONEVAL menemukan bahwa tanpa 
Oportunidades, akan terjadi tambahan hampir dua juta orang yang menderita akibat 
kemiskinan pangan pada tahun 2008 (CONEVAL, 2009).
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Gambar 7. Perubahan angka kemiskinan dan harga energi antara tahun 2006 dan 
2010

Sumber: Berdasarkan data dari CONEVAL, 2016; Secretaria de Energía, 2017; Sistema de Información 
Energética, 2010a, 2010b.

5.3.5 Pembelajaran

Contoh dari Meksiko dengan memasukkan komponen energi ke dalam bantuan tunai 
bersyarat selama periode Resesi Besar dapat memberikan pembelajaran berikut bagi 
Indonesia:

1.	 Bantuan tunai energi tertarget berdampak positif pada kondisi sosial-
ekonomi: Pemerintah Meksiko memasukkan komponen energi sebagai bagian 
dari program bantuan tunainya kepada orang miskin untuk merespons kenaikan 
harga energi pada akhir tahun 2000an. Dalam hal perlindungan sosial, komponen 
energi dianggap efisien, karena sebagian besar dana sebenarnya tersalur ke segmen 
masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perlindungan sosial dan dapat 
menunjukkan bahwa mereka memiliki akses kepada listrik. Sifat jaring pengaman 
energi yang sangat progresif ini membantu meredam peningkatan kemiskinan selama 
krisis ekonomi tahun 2008/09.

2.	 Efisiensi biaya dari upaya ini memang terbatas, mengingat bantuan tunai 
energi tertarget dilaksanakan untuk melengkapi subsidi energi umum: 
Pelaksanaan bantuan tunai energi berjalan seiring dengan subsidi bahan bakar secara 
umum (bensin, solar, LPG) dan listrik. Karenanya, kebijakan ini tidak menciptakan 
penghematan anggaran yang dapat dialokasikan untuk tujuan lain yang lebih produktif.

3.	 Bantuan tunai energi dapat digunakan untuk belanja non-energi: Bantuan 
tunai energi didistribusikan sebagai bagian dari transfer yang lebih besar kepada para 
penerima manfaat tanpa kewajiban membelanjakannya untuk kebutuhan energi. Hal 
ini menimbulkan risiko tidak digunakannya uang bantuan tersebut untuk belanja 
energi, dan karenanya akan mengganggu pencapaian sasaran pemerintah yang penting 
seperti meningkatkan akses energi. Pemerintah juga dapat melakukan studi awal 
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untuk mengidentifikasi kebutuhan aktual masyarakat agar subsidi dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan secara efektif. Hal ini akan menciptakan 
subsidi yang jauh lebih efisien.
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6.0 Kesimpulan
Pemerintah Indonesia mengadopsi program konversi transformatif untuk mengurangi 
belanja publik untuk minyak tanah dan mengurangi polusi udara pada tahun 2007 dengan 
mendorong peralihan ke LPG. Hal ini membuat LPG menjadi bahan bakar memasak 
paling dominan di Indonesia saat ini. Namun, kebijakan ini juga meningkatkan biaya bagi 
Pemerintah Indonesia, karena LPG bersubsidi menjadi sangat mudah diakses oleh semua 
orang. Upaya ini menjadi beban keuangan yang besar yang juga sangat regresif, karena 
sebagian besar belanja justru tersalur ke kelompok kaya yang memiliki tingkat belanja yang 
lebih tinggi dan secara umum mudah mengakses LPG.

Setelah melakukan berbagai upaya yang kurang berhasil untuk mengurangi belanja subsidi 
LPG, Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan untuk menerapkan sistem subsidi 
LPG tertarget. Sistem tertarget tidak hanya akan mengurangi belanja publik untuk subsidi 
dan impor LPG secara signifikan, namun juga membuat distribusi ini lebih adil, karena 
subsidi hanya akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

TNP2K telah merancang sebuah rencana untuk membatasi penerima manfaat subsidi LPG 
di masa depan berdasarkan data dari basis data subsidi listrik. Selain itu, TNP2K juga telah 
menguji teknologi biometrik untuk melaksanakan beberapa proyek uji cobayang aman dan 
lancar. Namun, pendekatan baru yang awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 
2020 ini tertunda akibat krisis COVID-19.

Namun demikian, beberapa contoh dari sejumlah negara berkembang telah menunjukkan 
bahwa krisis justru dapat memberikan peluang untuk melakukan reformasi harga bahan bakar 
fosil dan juga memperkuat sistem kesejahteraan negara yang bersangkutan. Berdasarkan 
pembelajaran dari studi-studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bagi Indonesia 
terkait reformasi subsidi LPG yang dilaksanakannya.

SARAN:

1.	 Indonesia dapat menghentikan subsidi LPG dari yang sebelumnya dinikmati 
kelompok kaya, lalu menggunakan dana yang dihemat untuk membantu 
kelompok yang paling rentan akan dampak krisis: Kelompok miskin di 
masyarakat lebih rentan terhadap guncangan ekonomi karena mereka berisiko lebih 
besar kehilangan pekerjaan dan memiliki tabungan yang lebih terbatas untuk menjaga 
standar hidup mereka. Dukungan khusus dari pemerintah terbukti sangat penting 
untuk melindungi kelompok tersebut. Memperkuat sistem kesejahteraan sosial - yang 
antara lain diperoleh dari penghematan dana dari subsidi yang tidak efisien atau pun 
pengenaan pajak atas bahan bakar fosil, seperti yang dicontohkan India - adalah salah 
satu cara untuk melindungi kelompok rentan ketika dana publik terbatas. Di saat yang 
sama, peningkatan emisi GRK akibat perubahan ke tenaga listrik relatif kecil.

2.	 Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan proses 
pengumpulan data yang kuat: Penyaluran bantuan pemerintah secara tertarget 
membawa risiko, yaitu adanya sebagian penerima manfaat yang berhak yang akan 
terlewati jika proses pengumpulan data yang dilakukan tidak sempurna. Hal ini 
harus dihindari dengan cara apa pun agar Pemerintah Indonesia dapat memulai 
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penyaluran bantuan tertarget secara lebih umum (misalnya dengan menggunakan 
data subsidi listrik) dan menyesuaikan daftar penerima manfaat tertarget dari waktu 
ke waktu seiring dengan semakin baiknya sistem pengumpulan data. Pemerintah 
dapat melakukan survei, sensus publik, atau analisis atas dampak pada daya beli 
atau inflasi untuk menentukan upaya terbaik yang perlu dilakukan untuk memahami 
apakah reformasi yang dilakukan juga akan berdampak pada kelompok lain di desil 
pendapatan menengah. Setiap hambatan yang menghalangi penerima manfaat 
yang berhak dalam mengakses subsidi harus diatasi, dan akses bagi para penerima 
manfaat tersebut harus disediakan dengan cara semudah mungkin. Selain itu,  
pemerintah juga perlu memahami kebutuhan aktual masyarakat (misalnya, dengan 
tidak mendistribusikan LPG lebih banyak dari yang dibutuhkan seperti yang terjadi 
di India) dan manfaat alternatif lain yang dapat mereka tawarkan selain LPG, untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak (misalnya akses kepada 
layanan kesehatan publik, transportasi umum, pendidikan, dan sebagainya).

3.	 Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan rencana 
dukungan publik yang kuat: Rencana ini harus mencakup pelibatan kelompok 
politik dan kelompok berpengaruh lainnya untuk memperoleh komitmen politik 
yang lebih luas, mengkomunikasikan sasaran dan manfaat reformasi subsidi LPG 
serta upaya-upaya kompensasi secara proaktif, serta dengan pengaturan waktu 
yang sedini mungkin. Elemen-elemen ini akan menjadi faktor kunci yang akan 
menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendekatan seperti ini dapat membatasi 
protes publik terhadap kenaikan harga (seperti yang terjadi di India terkait pajak 
bahan bakar), membantu masyarakat mempersiapkan diri (misalnya dengan 
mendaftar ke mekanisme kompensasi yang relevan), dan menunjukkan bahwa 
pemerintah bersikap transparan dan terbuka dalam bertindak. Perancangan rencana 
semacam ini tentunya bukan tugas mudah dan memerlukan dialog intensif dengan 
para pemangku kepentingan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan modal politik 
yang tinggi serta pengalaman positif reformasi subsidi bahan bakar di masa lalu 
untuk mendukung reformasi subsidi LPG saat ini.

4.	 Indonesia dapat memanfaatkan momentum rendahnya harga minyak: 
Krisis COVID-19 pada awalnya menyebabkan jatuhnya harga minyak internasional, 
dan pembatasan kegiatan yang berkepanjangan di banyak negara membuat harga 
tetap rendah. Penurunan harga minyak ini seharusnya akan melunakkan hambatan 
politik terhadap reformasi subsidi. Momentum ini memberikan penyangga untuk 
menghadapi potensi guncangan akibat kenaikan harga - serupa dengan pengalaman 
Indonesia dalam menjalankan reformasi subsidi bensin dan solar pada tahun 
2014/15. Hal ini membuat penolakan terhadap reformasi dapat dibatasi dan 
penerimaan publik dapat ditingkatkan. Reformasi masih relevan ketika harga telah 
kembali pulih di masa depan. Namun, rencana reformasi dan kompensasi yang 
matang menjadi sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari 
guncangan harga (Beaton et al., 2013). 
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